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BUPATI BANYUMAS 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NOMOR 81 TAHUN 2018 

 

 TENTANG 

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

        BUPATI BANYUMAS, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan 

Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengusulkan 

hasil evaluasi jabatan untuk divalidasi oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi; 

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai 

Validasi Hasil Evaluasi Jabatan Nomor: 

B/989/M.SM.04.00/2018 Tanggal 8 November 2018, 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi telah menetapkan validasi dan 

kelas jabatan pada Pemerintah Kabupaten 

Banyumas; 

c. bahwa berdasarkan pasal (6) Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan 

Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, 

maka Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan 

Peraturan Kelas Jabatan dan Keputusan tentang 

SALINAN 
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Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan di 

lingkungannya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, 

huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan 

Bupati Banyumas tentang Kelas Jabatan di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik  Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 

tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 

tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai 

Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah 

(Berita Negara RI tahun 2016 Nomor 1845) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara RI tahun 2017 

Nomor 878); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 

tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan 

Instansi Pemerintah (Berita Negara RI tahun 2013 

Nomor 1636); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 

Nomor 1 seri D); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS. 
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Pasal 1 

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan sebagaimana 

dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V 

Peraturan Bupati Banyumas ini.  

 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Banyumas. 

 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal  31 Desember 2018          

 

BUPATI BANYUMAS, 

 

ttd 
 

ACHMAD HUSEIN 

 

 

Diundangkan di Purwokerto 
Pada tanggal  31 Desember  2018 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

 

Ttd 
 

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si. 

Pembina Utama Madya 
NIP 196401161990031009 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 82 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT 

DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
 

 
FATCHURROCHMAN, S.H. 

Pembina Tk. 1 
NIP 196403221993091001 


